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Data Artikel : Tingkat kemiskinan di Kelurahan Lowokwaru lebih tinggi dibandingkan
Naskah masuk, 13 November 2023 -de.ngan 12 kelurahan laignya yang ada di Kecamatan Lowokwaru, hasil
Direvisi, 4 Desember 2023 ini berdasarkan pembagian bantuan program keluarga harapan yang
Diterima, 5 Desember 2023 paling banyak diterima oleh Kelurahan Lowokwaru. Dengan

menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini fokus pada pada
bagaimana potret pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam
menangani Kemiskinan melalui Pemanfaatan bantuan dalam bidang
Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial. Teknik penentuan
informan dengan purposive sampling, serta mengecek keabsahan data
menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan dalam menangani Kemiskinan di Kelurahan
Lowokwaru sudah berjalan sesuai jadwal yang ditentukan, penyaluran
juga sesuai denan nama - nama yang ada di data DTKS. pemanfaatan
bantuan PKH berlaku dengan 3 indikator di bidang: a.Kesehatan,
b.Pendidikan, c.Kesejahteraan Sosial.

Email Korespondensi :
dewi.citra@unitri.ac.id

Kata Kunci : Kemiskinan, Program Keluarga Harapan

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan mayoritas permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar negara
berkembang. Menurut Nugroho dan Dahuri, kemiskinan adalah kondisi di suatu wilayah di mana
setiap orang maupun sekelompok orang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata
nilai atau norma yang berlaku [1]. Menurut Haughton dan Shahindur, kemiskinan adalah
ketidakmampuan menjalankan fungsi pokoknya di masyarakat, yaitu dimana kemiskinan timbul
karena tidak memiliki pendapatan, tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi
kesehatan yang buruk [2]. Sehingga kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dan
multidimensional, baik itu kemiskinan yang dilihat dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. Jika
masalah kemiskinan ini tidak diatasi, maka dapat menghambat pembangunan di berbagai aspek
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seperti ekonomi, sosial dan budaya (politik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan dan
keamanan) serta berbagai aspek lainnya. Penyebab kemiskinan itu bisa dikarenakan kurangnya
pendapatan atau modal, kurangnya pendidikan, kurangnya produktivitas, rendahnya tingkat
kesehatan, tingginya angka pengangguran serta tingginya pertumbuhan penduduk dan
keterbatasan lapangan pekerjaan.

Ciri-ciri negara berkembang antara lain yaitu: 1). Tingkat pendapatan yang rendah, 2).
Produktifitas yang rendah, 3). Angka pertumbuhan penduduk tinggi, 4). Besarnya angka
pengangguran, 5). Pendidikan yang masih rendah, 6). Kurangnya permodalam dalam melaksanakan
pembangunan, 7). Ketidakseimbangan lapangan kerja dengan tenaga kerja, 8). Teknologi yang
diterapkan dalam lingkungan kerja tidak sesuai dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga
masih banyak pengangguran dan inilah yang menyebabkan masalah kemiskinan di negara
berkembang, khususnya seperti negara Indonesia [3]. Oleh karena itu, diperlukan penanganan
terhadap pemasalahan kemiskinan ini, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat yang ada di Indonesia. Dalam rangka menangani masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018
tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan adalah bantuan tunai
bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (keluarga rentan miskin, keluarga
miskin, dan keluaga sangat miskin) yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS). Program Keluarga Harapan memfokuskan penanganan kemiskinan melalui pemanfaatan
bantuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Diharapkan dengan adanya
bantuan Program Keluarga Harapan ini bisa mendekatkan akses terhadap layanan dalam
pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, serta dapat memutuskan mata
rantai kemiskinan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil survey awal (pra observasi) di lokus penelitian, terdapat beberapa orang
masyarakat miskin (keluarga penerima manfaat) pada pembagian bantuan PKH tahap ke II tahun
2022 di Kecamatan Lowokwaru yang terdiri dari 12 kelurahan sebagai berikut :

Tabel 1. Data Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Lowokwaru

NO NAMA KELURAHAN ORANG

1 Kelurahan Dinoyo 123 Orang
2 Kelurahan Jatimulyo 201 Orang
3 Kelurahan Ketawanggede 54 Orang
4 Kelurahan Lowokwaru 267 Orang
5 Kelurahan Merjosari 92 Orang
6 Kelurahan Mojolangu 124 Orang
7 Kelurahan Sumbersari 71 Orang
8 Kelurahan Tasikmadu 130 Orang
9 Kelurahan Tlogomas 125 Orang
10 Kelurahan Tulusrejo 127 Orang
11 Kelurahan Tanggulwulung 167 Orang
12 Kelurahan Tanjungsekar 169 Orang

Sumber: Koordinator PKH Kecamatan Lowokwaru, (2023).

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 12 kelurahan di Kecamatan Lowokwaru, yang paling
banyak menerima bantuan PKH adalah Kelurahan Lowokwaru. Oleh karena itu, peneliti mengambil
lokus penelitian di Kelurahan Lowokwaru karena melalui data tersebut dapat diketahui bahwa
tingkat kemiskinan yang paling menonjol dari 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Lowokwaru
adalah di Kelurahan Lowokwaru. Selain itu, diperoleh data bahwa pendapatan rata-rata masyarakat
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Kelurahan Lowokwaru antara Rp 600.000,00-Rp 1.500.000,00. Dimana mayoritas mata
pencahariannya adalah tukang becak dan tukang parkir, yang mana berpenghasilan kurang dari
Rp 600.000,00 perbulan, serta pekerja yang pekerjaannya menggunakan shift (pergantian waktu
jam kerja) yang mana penghasilannya adalah antara Rp 600.000,00-Rp 1.500.000,00 per bulan.

Menurut BPS dalam Rakasiwi, golongan kemiskinan terbagi menjadi 4 golongan pendapatan
yaitu golongan I (pendapatan sangat tinggi dengan rata-rata pendapatan lebih dari Rp 3.500.000,00
per bulan). Golongan II (pendapatan tinggi dengan rata-rata Rp 2.500.000,00- Rp 3.500.000,00 per
bulan). Golongan III (pendapatan sedang dengan rata-rata Rp 1.500.000,00- Rp 2.500.000,00 per
bulan). Golongan IV (pendapatan rendah dengan rata-rata pendapatan kurang dari Rp 1.500.000,00
perbulan) [4]. Dan garis kemiskinan menurut BPS (2020) yaitu dimana bila sebuah rumah tangga
atau setiap sebuah keluarga mendapat penghasilan sebesar Rp 505.469,00 perkapital atau
perbulan, dengan rincian pengeluaran terhadap makann Rp 374.00,00 (78,08 persen) dan
pengeluaran non makanan Rp 131.014,00 (25,92 persen). Sehingga berdasarkan data dan
pengkategorian yang ada dapat diketahui bahwa pendapatan rata-rata Kelurahan Lowokwaru
dikategorikan masuk ke dalam pendapatan golongan rendah (masyarakat miskin).

Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan potret pelaksanaan program Keluarga
Harapan di Kelurahan Lowokwaru dan mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat
Program Keluarga Harapan dalam menangani kemiskinan di Kelurahan Lowokwaru. Untuk
menunjang tujuan penulisan artikel ini diperlukan beberapa teori yang mendukung seperti Teori
Kemiskinan menurut Nuscheler dalam Adawijah [5], dimana dijelaskan bahwa terdapat bentuk
lingkaran kemiskinan yang terdiri dari tiga pola yang tidak berujung dan saling berkaitan sehingga
menyebabkan kemiskinan. Tiga pola lingkaran kemiskinan ini dapat diuraikan yaitu lingkaran yang
pertama menjelaskan bahwa pendapatan yang rendah mempengaruhi tingkat kesehatan dan
tingkat pendapatan. Lingkaran kedua dimana tingkat kesehatan mempengaruhi pendapatan dan
tingkat pendidikan. Serta pada lingkaran ketiga yaitu dimana tingkat pendidikan mempengaruhi
pendapatan dan tingkat kesehatan. Berikut ini bisa dilihat melalui gambar di bawah ini :
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Gambar 1. Lingkaran Kemiskinan [5]

Menurut Jarnasy dalam Jakobus, ada jenis-jenis kemiskinan berdasar pada sifatnya antara lain
yaitu : 1) Kemiskinan Alamiah terjadi dikarenakan akibat dari faktor kelangkaan sumber daya alam
dan prasarana umum yang terbatas ataupun tidak ada (seperti: listrik, air bersih dan jalan raya),
dan rendahnya kesuburan tanah di wilayah tersebut. Daerah yang memiliki ciri tersebut, biasanya
merupakan daerah yang belum terjamah oleh pembangunan sehingga menjadi daerah terbelakang.
2) Kemiskinan Buatan terjadi karena adanya pembangunan atau modernisasi yang membawa
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dampak terhadap masyarakat untuk memperoleh kesempatan menguasai sumber daya, sarana
prasarana, dan fasilitas yang ada secara merata [6]. Kemiskinan semacam ini merupakan implikasi
negatif dari pelaksanaan pembangunan (developmentalism) yang biasanya dijalankan oleh negara-
negara yang sedang berkembang. Fokus dari pembangunannya adalah
mengejar pertumbuhan ekonomi di dalam negeri sehingga menyebabkan tidak meratanya
pembagian hasil-hasil pembangunan di wilayah tersebut.

Selain teori kemiskinan, teori analisis kebijakan juga ikut serta digunakan. Menurut Muchlis
dalam Intan Fitri Meutia bahwa analisis kebijakan adalah mengkaji rangkaian siklus kebijakan
publik untuk mencari solusi pemecahan terhadap masalah yang dihadaipi di masyarakat[7]. Dua
kategori kegagalan pelaksanaan kebijakan publik yaitu non implemetasi tidak terimplementasikan
dan unsuccessfull implementasi yang tidak berhasil. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil
biasanya terjadi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan berdasarkan rencana, namun
terdapat unconditional eksternal yang bersifat tak menguntungkan, hal tersebut terjadi karena tidak
mempu memberikan hasil atau dampak yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan dikatakan gagal
atau tidak membawa dampakdikarenakan teori yang menjadi landasan kebijakan dinilai kurang
cocok, oleh karena itu harus dilakukan "formulation” terhadap kebijakan tersebut antara lain: a
Sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif. b Sarana yang digunakan tidak atau kurang
dipergunakan sebagaimana mestinya. ¢ Adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber
pembantu waktu, uang, dan sumber daya manusia.

Penelitian ini memiliki kebaharuan dari penelitian sebelumnya, dikarenakan pada penelitian
sebelumnya PKH hanya mengcover sektor kesehatan dan pendidikan seperti artikel hasil penelitian
yang ditulis oleh Tlonaen, Hardiyanto dan Diahloka serta artikel yang ditulis oleh Permana, Sasmito
dan Gunawan menjelaskan bahwa Implementasi PKH bertujuan untuk pembenahan serta
peningkatan kualitas hidup para peserta PKH dari sektor kesehatan dan pendidikan keluarga
[8][9]- Dimana program ini mempunyai dimensi bantuan tunai bersyarat. Jika dalam Penelitian
terdahulu memaparkan bahwa sanya ada beberapa faktor penghambat yaitu 1) Data penerima
bantuan masih terdapat banyak kekeliruan, 2) koordinasi antara stakeholders yang ada belum
berjalan dengan baik, dan 3) koordinator pendamping kecamatan masih minim [10]. Permana, et.
all menjelaskan bahwa faktor penghambat utama adalah sering berubah-ubahnya aturan dan
mekanisme dari pusat sehingga menyebabkan ketidaksiapan stakeholders terkait dalam
pelaksanaan di lapangan [11]. Penelitian ini akan mengangkat potret pelaksanaan PKH berdasarkan
Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018. Di dalam peraturan tersebut menyebutkan
bahwa dalam menangani masalah kemiskinan melalui pemanfaatan bantuan PKH ada 3 indikator,
yaitu dalam bidang kesehatan pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penggunaan jenis penelitian kualitatif dianggap relevan dalam penelitian ini, dengan menganbil
lokus penelitian berada di Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian
ini berfokus pada Potret Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Menangani Kemiskinan di
Kelurahan Lowokwaru, meliputi pemanfaatan bantuan PKH di bidang: a.Kesehatan, b.Pendidikan,
c.Kesejahteraan Sosial. Serta Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKH dalam
menangani kemiskinan. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data
sekunder. Teknik pengumpulan data dan keabsahan data yang digunakan adalah
menggunakan triangulasi teknik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan teknik
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observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan begitu peneliti juga sekaligus melakukan
keabsahan data. Sedangkan untuk teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling
dengan informan sebagai berikut Dinas Sosial (Kepala Koordintor Pendamping PKH Kota Malang),
koordintor PKH Kecamatan Lowokwaru, Pendamping PKH Kelurahan Lookwaru, 15 KPM PKH.
Pemilihan informan tersebut dengan pertimbangan bahwa mereka adalah yang berkecimpung dan
paham mengenai PKH. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menangani Kemiskinan di
Kelurahan Lowokwaru berpayung hukum kepada Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun
2018. Peraturan ini mengatur bahwa pelaksanaan PKH dalam menangani masalah kemiskinan
melalui pemanfaatan bantuan PKH ada 3 indikator, yaitu dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan
kesejahteraan sosial. Inilah yang menjadi pembeda dari tahun - tahun sebelumnya yang mana PKH
hanya berfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan.

3.1 Indikator Kesehatan

Dalam Permensos No.1 Tahun 2018, Kesehatan adalah indikator utama PKH dalam menangani
masalah kemiskinan. Komponen Kesehatan ini terdiri dari balita (0-6 Tahun) dan ibu (dalam masa
hamil maupun nifas). Tujuan dari pemberian bantuan PKH di bidang kesehatan ini adalah untuk
memenuhi kebutuhan nutrisi balita dan ibu hamil maupun nifas. Sehingga komponen kesehatan ini
dapat beraktivias dengan normal kembali dari yang nutrisinya buruk ataupun kurang menjadi
tercukupi dengan adanya dan tepatnya pemanfaatan bantuan PKH di bidang kesehatan ini.
pelaksanaannya sudah dijalankan sesuai dengan waktu yag ditentukan. Hal tersebut dibuktikan
dengan adanya penguatan Sumber Daya Manusia bagi kader pemateri Peremuan Peningkatan
Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi komponen kesehatan yang dilkukan 1 bulan 1 kali. Adanya
pemberian materi P2K2 oleh kader PKH 1 bulan 1 kali. Dan adanya pendampingan terhadap hak
dan kewajiban yang dijalankan oleh pendamping PKH Kelurahan Lowokwaru terhadap komponen
kesehatan 1 bulan 1 kali. Serta tepatnya pemanfaatan bantuan PKH di bidang kesehatan sesuai
peruntukannya, sehingga dapat meningkatkan kesehatan komponen PKH dan menurunkan gizi
buruk atau stunting pada ibu hamil sampai masa nifas maupun balitanya. Berikut ini adalah data
yang diperoleh melalui pendamping PKH Kelurahan Lowokwaru :

Tabel 2. Perubahan Jumlah Anak Stunting Komponen Kesehatan (Balita)
Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan PKH.

No Sebelum Sesudah
1 1 -
Sumber: Pendamping PKH Kelurahan Lowokwaru, 2023

3.2 Indikator Pendidikan

Sasaran dari komponen pendidikan adalah anak yang putus sekolah, anak yang belum
mengenyam pendidikan dari umur 7 sampai 21 tahun, dan anak yang menempuh pendidikan di
bangku SD, SMP, maupun SMA/SMK. Bantuan PKH di bidang pendidikan diharapkan mampu
memenuhi kebutuhan komponen pendidikan yaitu seperti membiayai pendidikan dan membeli
atribut selama mengenyam pendidikan. Maka dengan setiap anak bisa bersekolah menyebabkan
anak tersebut mempunyai keahlian setelah menyelesaikan pendidikannya dan bisa memperoleh
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pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu memutus rantai masalah kemiskinan.
Pelaksanaan PKH dalam penyaluran bantuan sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain
penyaluran bantuan tersebut juga dilakukan pendampingan terhadap komponen penerima bantuan
pendidikan seperti adanya pemberian materi sosialisasi dari Koordinator PKH Kecamatan
Lowokwaru beserta kader P2K2 lainnya selama 1 bulan 1 kali . Serta adanya Pendampingan kepada
komponen pendidikan dalam menjalankan kewajibannya yaitu mengenai kehadiran mengikuti
kegiatan belajar mengajar di sekolah minimal selama 85% oleh Pendamping PKH Kelurahan
Lowokwaru dalam1 bulan 1 kali. Selain itu, tepatnya pemanfaatan bantuan PKH untuk membiayai
pendidikan (membayar SPP) dan membeli atribut pendidikan seperti seragam sekolah, sepatu, tas,
alat pramuka dan LKS. Berikut ini adalah hasil dokumentasi mengenai pemanfaatan bantuan PKH :

Gambar 2. Pendampingan Kewajiban Komponen Pendidikan dan Pemanfaatan Bantuan PKH di Bidang Pendidikan

Hal ini berdampak terhadap adanya penurunan anak yang putus sekolah dengan tepatnya
pemanfaatan bantuan PKH. Berikut ini adalah data mengenai perubahan jumlah anak putus sekolah
sebelum dan sesudah mendapatkan pemanfaatan PKH.

Tabel 3. Perubahan Jumlah Anak Putus Sekolah Komponen Pendidikan Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan PKH.

No Sebelum Sesudah
1 2 -
Sumber: Pendamping PKH Kelurahan Lowokwaru, 2023.

3.3 Indikator Kesejahteraan Sosial

Inilah yang membedakan antara tahun-tahun sebelum terbitnya Peraturan Kementrian Sosial
(Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 adanya pemanfaatan bantuan PKH di bidang kesejahteraan
sosial. Adapun komponen kesejahteraan sosialisasi adalah lansia dari umur 60 tahun ke atas dan
penyandang disabilitas berat. Tujuan dari bantuan PKH di bidang kesejahteran sosial adalah
membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari komponen kesejahteraan sosial dari makanan
dan pengobatannya. Adanya pendampingan setiap sebulan sekali terhadap penerimaan hak dan
kewajiban komponen kesejahteraan ini serta adanya penyaluran bantuan PKH dengan membeli
bahan makanan atau sembako untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan begini
adanya perubahan kemampuan untuk makan yang sebelumnya menerima bantuan 2 kali sehari
menjadi lebih dari 2 kali sehari setelah menerima bantuan PKH ini.

Tabel 4. Perubahan Jumlah Kemampuan Untuk Makan Komponen Kesejahteraan Sosial
Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan PKH

No Sebelum Sesudah
1 < 2 kali > 2 kali
Sumber: Pendamping PKH Kelurahan Lowokwaru, 2023
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3.4 Faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam menangani
Kemiskinan di Kelurahan Lowokwaru.

Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH adalah 1) adanya penguatan SDM bagi
kader pemberi materi P2K2. Hal tersebut berguna bagi kader pemateri P2K2 dapat menguasai
secara keseluruhan modul P2K2 yang akan diberikan kepada seluruh komponen P2K2. Bentuk
nyata peningkatan SDM kader P2K2 dari Kementerian Sosial dengan Kepala Koordinator
Pendamping PKH Kota Malang yang diberikan kepada seluruh Koordinator Kecamatan maupun
kepada Pendamping Kelurahan sekota Malang, khususnya juga kepada Koordinator Kecamaan
Lowokwaru dan kepadaa Pendamping PKH Kelurahan Lowokwaru yang akan menjadi kader
pemateri P2K2. Hal ini dilakukan agar pemaeri kader P2K2 lebih paham dan mengerti mengenai
materi yang disampaikan. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat memberikan pemahaman
secara lebih mendalam kepada seluruh komponen PKH, dan dapat mengubah perilaku serta pola
pikir komponen PKH melakukan pemanfaatan PKH sesuai peruntukannya, maka faktor pendukung
inilah yang dapat menangani masalah kemiskinan di kelurahan Lowokwaru.

Faktor pendukung ke 2) adanya koordinasi data terhadap perubahan data komponen PKH. Hal
ini berguna untuk memperbaharui data komponen PKH yang tidak menerima bantuan lagi, yang
sudah pindah maupun meninggal. Hal ini dikoordinasikan kepada stakeholders terkait kepada
diketahui bersama tentang adanya data terbaru komponen PKH. Dan dapat dicarikan penerima
bantuan PKH yang baru agar penyerapan bantuan PKH tepat sasaran kepada calon KPM PKH baru
yang membutuhkan. Dengan adanya koordinasi data maka penyaluran bantuan PKH tepat sasaran.
3) Adanya pendamping terhadap hak dan kewajiban bagi seluruh komponen PKH terutama dalam
menyelesaikan permasalahan, termasuk memastikan penerima mendapatkan haknya sesuai dengan
nominal bantuannya. Selain itu pendampingan dilakukan untuk selalu mengingatkan penerima
manfaat untuk tetap menjalankan kewajibannya sesuai komponen PKH masing-masing. Seperti
kewajiban pada komponen kesehatan adalah memeriksakan kesehatan bagi ibu hamil sebanyak 4x
dalam 1 trimester pertama minimal, dan pada komponen pendidikan wajib masuk sekolah
menghadiri pembelajaran minimal 85% dalam 1 bulan, serta komponen kesehatan wajib
mengikukuti posyandu lansia 1 bulan 1x.

Faktor pendukung ke 4 yaitu adanya sinergitas pihak yang menjalankan PKH. Adanya sinergitas
antar pihak yang menjalankan PKH dapat mempermudah mengatasi permasalahan di lapangan dan
bekerja sama dalam mencari solusi permasalahan tersebut. Adanya sinergitas memudahkan pihak
PKH dalam berkoordinasi serta mengetahui data yang di alami oleh seluruh komponen PKH di
lapangan. Faktor pendukung berikutnya yang ke-5 yaitu adanya pemberian materi P2K2 dari 5
modul yaitu tentang kesehatan dan gizi, pendidikan dan pengasuhan anak, perlindungan anak,
pengelolaan keuangan keluarga, dan modul kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lansia dan
disabilitas. Di mana pada modul 1, pada P2K2 membahas mengenai gizi, pelayanan ibu hamil, ibu
bersalin, ibu nifas, pelayanan bayi, remaja dan PHBS, pada modul ke 2 membahas tetang
pengasuhan anak, dimana orang tua memahami dan mengerti perilaku anak, bahasa anak di
arahkan ke hal yang positif sehingga anak sukses dalam sekolah. Pada modul 3 membahas
perlindungan anak seperti hak anak, kebutuhan anak, dan pencegahan KDRT
dan modul 4 membahas tentang ekonomi pengelolaan keuangan, tanungan, dan usaha. Serta modul
ke 5 membahas tentang kesejahteran lansia meliputi kondisi kebutuhan lansia maupun disabilitas
berat meliputi pengenalan jenis disabilitas, perawatan, dan perlunya dukungan dari keluarganya.
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PKH dalam menangani kemiskinan melalui faktor pendukung ke 6 yaitu adanya sosialisasi tentang
PKH. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban, mengenai
jumlah bantuan PKH yang akan diterima, serta informasi mengenai waktu pencairan bantuan PKH,
dengan adanya informasi tersebut memudahkan komponen PKH mengetahui informasi dan
menerima bantuan sesuai jadwal yang ditentukan dan tidak salah penyaluran.

PKH dalam menangani kemiskinan melalui faktor pendukung ke 7 yaitu tepatnya pemanfaatan
bantuan PKH yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya bagi masing-masing komponen PKH.
Dengan tepatnya pemanfaatan bntuan PKH sesuai peruntukannya ini maka dapat menangani
masalah kemiskinan yang di akibatkan oleh gizi buruk di komponen kesehatan. Dan dapat
menangani masalah kemiskinan yang diakibatkan banyaknya anak tidak mengenyam pendidikan
atau putus sekolah bagi komponen kesehatan. Serta dapat menangani masalah kemiskinan yang
diakibatkan kurang memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti
pemenuhan kebutuhan bahan makanan ataupun sembako.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat PKH dalam menangani masalah kemiskinan di Kelurahan Lowokwaru yaitu
tidak ada koordinaasi Puskesos dengan Pendamping PKH Kelurahan Lowokwaru dalam perekrutan
calon KPM PKH yang baru. Yang dimaksud di sini adalah pihak Puskesos pada saat muskel tidak
melakukan mengundang dan tidak melakukan koordinasi dengan Pendamping PKH Kelurahan
Lowokwaru dalam menvalidasi calon KPM PKH yang baru. Sehingga hal ini mempersulit penyaluran
bantuan PKH sampai ke tangan calon KPM PKH yang baru. Ini dikarenakan adanya keterlambatan
informasi yang disampaikan oleh Pendamping PKH Kelurahan Lowokwaru kepada KPM PKH yang
baru. Dan hal ini juga mempengaruhi tingkat penyerapan bantuan PKH menjadi buruk karena tidak
sampai kepada calon KPM PKH yang baru,maka diperlukan koordinasi antar Puskesos dengan
Pendamping PKH Kelurahan Lowokwaru dalam menvalidasi perekutan calon KPM PKH yang baru.

Faktor penghambat yang ke 2 yaitu belum adanya sinergitas antar Kementerian Sosial dengan
Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, dan dengan Fasilitas Kelurahan Lowokwaru. Yang di
maksud di sini adalah belum adanya koordinasi antar Kementerian Sosial dengan Fasilitas
Kesehatan. Hal ini menyebabkan sehingga menyebabkan komponen kesehatan merasa khawatir
terhadap pemeriksaan kesehatannya dan balitanya ke fasilitas kesehatan, karena ditakutkan biaya
yang mahal. Maka dengan adanya kekhawatiran inilah yang menghambat PKH dalam menangani
masalah kemiskinan dalam bidang kesehatan untuk menurunkan gizi buruk komponen kesehatan
di Kelurahan Lowokwaru. Sehingga dengan adanya faktor penghambat ini diperlukan sinergitas
antar Kementerian Sosial dengan Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Lowokwaru. Pada saat belum
adanya sinergitas antar Kementerian Sosial dengan Fasilitas Pendidikan yaitu faktor yang dapat
menghambat PKH dalam menangani masalah kemiskinan di Kelurahan Lowokwaru. Hal ini
dikarenakan dengan masih banyak anak yang berkebutuhan khusus yang belum mempunyai
sekolah khusus untuk menfasilitasinya dalam mengenyam pendidikannya. Oleh karena itu
diperlukan sinergitas antar Kementerian Sosial dengan Fasilitas Pendidikan dalam menfasilitasi
anak berkebutuhan khusus. Sehingga anak tersebut juga bisa merasakan mendidikan sesuai
kebutuhannya, dan di saaat ia dewasa ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan
pendidikan yang ia dapat sesuai kemampuannya. Maka dengan begitu akan memberikan
pencegahan bagi faktor penghambat ini dalam menangni kemiskinan di Kelurahan Lowokwaru, di
bidang pendidikan.
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4. KESIMPULAN

Potret pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam mengentaskan kemiskinan dilaksanakan
dengan memberikan manfaat kepada warga melalui 3 indikator Kesejahteraan Sosial, Kesehatan
dan Pendidikan. Untuk Faktor pendukung dan faktor penghambat PKH dalam menangani
kemiskinan di Kelurahan Lowokwaru, antara lain yaitu; 1).adanya penguatan Sumber Daya
Manusia bagi Kader Pemateri P2K2, 1 bulan 1 kali, 2). adanya pemberian materi P2K2 1 bulan 1 kalj,
3). adanya sinergitas pihak yang menjalankan PKH dalam mendampingi komponen PKH selama 1
bulan 1 kali, 4). adanya sosialisasi tentang PKH 1 bulan 1kali, 5). adanya koordinasi data komponen
PKH 1 bulan 1 kali, 6). adanya pendampingan terhadap hak dan kewajiban bagi komponen PKH 1
bulan 1 kali, 7). adanya ketepatan pemanfaatan bantuan PKH yang digunakan komponen PKH
sesuai dengan peruntukannya, 8).Adanya perubahan komponen PKH sebelum dan sesudah
menerima bantuan PKH tingkat kemiskinannya menjadi menurun. Serta ada 3 Faktor Penghambat
PKH dalam menangani Kemiskinan di Kelurahan Lowokwaru antara lain yaitu 1).tidak adanya
koordinasi Puskesos Kelurahan Lowokwaru dengan Pendamping PKH Kelurahan Lowokwaru dalam
melakukan validasi perekrutan calon PKH baru saat musyawarah kelurahan (muskel), 2). belum
adanya sinergitas antar Kementerian Sosial dengan Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Pendidikan, dan
dengan Fasilitas Kelurahan Lowokwaru dalam menfasilitasi kebutuhan Komponen PKH, 3). serta
komponen PKH kuranya mendengarkan ataupun menyimak dalam pemberian materi Pertemuan
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Makan dengan adanya faktor pendukung tersebut perlu
untuk terus dilestarikan dan dijalankan, kemudian faktor penghambat tersebut perlu dicari dan
dijalankan solusinya agar dapat menangani masalah faktor penghambat dalam menangaani
kemiskinan di Kelurahan Lowokwaru.
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